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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rekrutmen
Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan dan intansi untuk waktu yang lama. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan atau intansi sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Menurut Johanes papu mengatakan bahwa:
“Rekrutmen adalah proses mencari menemukan mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia”. 

(http://www.epsikologi.com/epsi/industri_detail.asp?id=31)
Berdasarkan pengertian diatas bahwa rekrutmen sebagai sarana untuk menseleksi calon pegawai untuk dapat bekerja di sebuah intansi atau perusahaan, dengan cara mencari atau mengajak orang yang berasal dari luar intansi atau perusahaan untuk menjadi karyawan atau pegawai sesuai dengan perencanaan dan sumberdaya manusia. Pengertian lain menurut Marwansyah dan Mukaram memberikan definisi sebagai berikut:
"Rekrutmen adalah proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu, proses mencari dan mendorong calon pekerja untuk melamar pekerjaan dalam organisasi, proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan pekerja".
(http://www.e-psikologi.com/epsi/industri_detail.asp?id=313)
Menurut pengertian Marwansyah dan mukaram bahwa rekrutmen untuk menarik seorang pegawai untuk menempati suatu posisi jabatan untuk ditempati. Sedangkan menurut Schuler dan Jackson rekrutmen adalah :
“upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, se-hingga dari mereka perusahaan (organisasi) dapat menye-leksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada”. 

Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan keahlian di berbagai bidang jabatan yang ada di intansi atau kepala badan maka pola rekrutmenlah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan suatu jabatan, karena tidak semua orang dapat menduduki suatu jabatan di sebuah intansi dan badan pemerintahan. 
Perekrutan pegawai merupakan suatu proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan oleh organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu di dalam melakukan perekrutan calon karyawan perlu dilakukan dengan sebaik mungkin karena perekrutan tidak hanya memenuhi kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja tetapi juga berperan sebagai pendorong dan pelaksana bagi perusahaan atau organisasi dalam mempengaruhi bentuk masa depan bagi perusahaan.
2.1.1 Sumber - Sumber Rekrutmen
dalam rekrutmen terdapat sumber – sumber yang dapat menentukan pegawai dalam suatu intansi atau badan. Ada terdapat dua sumber rekrutmen diantaranya. Sumber rekrutmen internal dan sumber rekrutmen eksternal. Dari kedua sumber – sumber tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan, diantaranya :
1. Sumber internal

Sumber internal ini bagi mereka yang sudah bekerja untuk organisasi atau intansi dapat langsung mengajukan persyaratan untuk mengikuti seleksi rekrutmen. Sumber rekruitmen yang murah ini bisa mempunyai dampak yang positif terhadap iklim kerja dan motivasi pegawai. 

Metode-metode yang biasa digunakan dalam rekrutmen internal 

1.  Penataran atau upgrading

2. Pemindahan atau mutasi

3. Pengangkatan atau promosi 

4.  Penempatan pekerjaan melalui bulletin atau papan pengumuman

5. Inventarisasi keahlian pengumuman

Keuntungan 

1. Biaya relatif murah, karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen external.

2. Organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong.

3. Pekerja memiliki motivasi yang tinggi krn mengetahui kemungkinan peningkatan

4. Pengembangan karier jelas

5. Pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan dan kebiasaan organisasi.

Kelemahan

1. Tidak selalu memberikan perspektif baru

2. Pekerja yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya.
2. Sumber – sumber eksternal
Ketika ketrampilan dan kompetensi yang diperlukan tidak tersedia di dalam organisasi, lingkungan rekrutmen eksternal bisa dimulai. Inilah beberapa sumber-sumber yang berguna bagi calon eksternal: mantan pegawai, pelamar yang belum dipanggil, iklan kerja, lembaga-lembaga pendidikan, agen-agen swasta, asosiasi professional, media cetak, majalah khusus, pasar tenaga kerja dan pameran, situs kesempatan kerja dll.

Keunggulan :
1. Memiliki gagasan dan pendekatan baru

2. Bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman

3. Tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang.

Kelemahan :
1. Moral dan komitmen karyawan rendah
2. Periode penyesuaian yang relatif lama.
3. Keterbatasan keteraturan antara karyawan dengan perusahaan
2.1.2 Proses Rekrutmen
Rekrutmen memiliki proses untuk mendapatkan pegawai untuk memduduki sebuah jabatan dalam rekrutmen. Adapun proses tersebut adalah :
1. Wawancara.

Bagi pesera yang telah masuk seleksi maka akan di wawan cara oleh petugas dari bagian personalia.

2. Review dan resume

Untuk memeriksa kesamaan individu dengan kecocokan data.

3. Test.

Setelah wawancara dan review maka si kandidat akan melaksanakan test untuk mengukur tingkat kemampuan.

4. Wawancara kerja

percakapan yang lebih terarah,bertukar informasi antara pewawancara dan calon pekerja.
5. Keputusan seleksi

Hasil dari test tersebut maka akan diputuskan apakah calon pegawai tersebut lulus atau tidak.
6. Pemeriksaan kesehatan

Dilakukan sebelum atau setelah calon pegawai diterima untuk bekerja atau menduduki suatu jabatan.

2.2 Pengertian Analisis 

Analisis merupakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui  keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan (Ali, 1995:37). Adapun menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara mendefinisikan analisis sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Hal ini berarti bahwa dalam menganalisis peneliti melakukan kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam beberapa bagian. Kemudian dilakukan pengujian atas bagian-bagian itu. Seperti yang diungkapkan dalam Kamus Webster, analisis diartikan:

“A separating or breaking up of any whole into its parts aspecially wild an examination of these parts to find out their nature, proportion, function, interrelationship, etc” (Website kamus komputer dan teknologi informas
(http://www.total.kamuskomputer.or.id) [24/07/2007]).

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan analisis merupakan proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan.

Dilihat dari sisi mekanisme dan substantif, analisis dapat dilihat dari berbagai perspektif. Purnawan menjelaskan analisis dapat di lihat dari :

1. Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi:

a) Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi yang lebih mudah dipahami.

b) Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan kebetulan saja.

c) Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

2. Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:

a) Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan.

b) Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan.

c) Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi tertentu

(Halim, 2002:35).

Dengan adanya persepektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif maka akan lebih memudahkan dalam  menganalisis. Selain itu, kita dapat menentukan dari sisi mana kita akan menganalisis.
Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisis diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu aktivitas. Adapun terdapat beberapa macam analisis yang sesuai dengan kegunaannya yaitu:

1 Analisis Teknikal
Analisis Teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.
2.  Analisis Kekuatan Relatif  (Relative Strength Analysis)
Analisis Kekuatan Relatif adalah analisis yang berupaya mengidentifikasikan masalah yang memiliki kekuatan relative terhadap masalah lain.
3.  Analisis Fundamental
Analisis Fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsik  tertentu (nilai tingkah lakunya). Nilai intrinsik suatu sekuritas ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat dari instansi. Analisis ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu sekuritas dengan tingkah laku pegawai guna menentukan apakah sudah dapat diterapkan atau belum. Analisis ini akan memahami dan akhirnya mengevaluasi kinerja pegawai yang diterapkan.
4. Analisis Instansi Individual 
Analisis Instansi Individual adalah analisis yang dilakukan dengan mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan kepemimpinan para pegawai. Analisis ini akan mengetahui perkembangan dan kondisi kinerja pegawai.

           (Halim, 2002:40).
Dengan adanya beberapa macam analisis di atas maka kita dapat mengetahui apakah tujuan analisis tersebut. 
2.3 Analisis Jabatan
Berdasarkan sumber yang diambil dari salah satu website, di dalamnya menyebutkan bahwa analisis jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu (http://ab-fisiupnyk.com/files/bab_3_analisis_jabatan.pdf).  Dalam pengertian tersebut, analisis jabatan sangat diperlukan untuk memberikan jabatan yang tepat dengan orang yang tepat. Menurut French: 
“Analisis jabatan adalah penyelidikan yang sistematis tentang isi pekerjaan, lingkungan fisik yang melingkupi pekerjaan, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab jabatan atau pekerjaan”. (French, 1986)

Berdasarkan pengertian diatas, analisis jabatan merupakan sebuah penyelidikan yang secara teratur tentang segala hal mengenai jabatan yang tersedia demi terciptanya pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya. Schuler berpendapat bahwa analisis jabatan adalah:

“Suatu proses penguraian dan pencatatan pekerjaan-pekerjaan. Sedangkan khusus uraian dan catatan tersebut adalah sasaran pekerjaan-pekerjaan yaitu tugas-tugas atau aktivitas dan kondisi yang meliputinya” (Schuler, 1992).

Dasar dari analisis jabatan adalah spesifikasi pekerjaan yang tertulis secara mendetail tentang ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan individu yang dibutuhkan oleh kinerja pekerjaan tersebut.

Analisis jabatan memiliki keterkaitan dengan faktor lainnya seperti rekrutmen. Rekrutmen dapat diartikan sebagai:

“Suatu usaha untuk mendapatkan calon-calon pegawai yang lowong guna mendapatkan sebanyak mungkin calon pelamar yang memenuhi syarat-syarat untuk job description dan analisa yang di minta untuk jabatan yang lowong pada suatu organisasi untuk di pilih calon-calon yang terbaik dan cakap menurut mereka” (http://ubanzholic.blogspot.com/2009/02/proses-rekrutmen-dalam-manajemen-sdm.html).


Berdasarkan pendapat tersebut, rekrutmen merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan calon pegawai yang memenuhi persyaratan dan yang sesuai dengan jabatan yang tersedia.
Analisis jabatan memberikan fakta-fakta yang menunjukan apa yang dilakukan dan jenis pegawai yang diperlukan. Fakta-fakta ini diiktisarkan dalam uraiyan jabatan (Job descriptions). syarat-syarat pegawai yang penting dicatat dalam persyaratan jabatan (Job specification). Analisis jabatan itu sendiri menghasilkan informasi jabatan,    ini di perlukan oleh berbagai pihak yang bisa dikategorikan menjadi 3 yaitu:

1. Kelembagaan

Pihak yang memerlukan untuk kepentingan kelembagaan ini adalah unit-unit pengolahan organisasi yang meliputi kepentingan

1. Penyusunan organisasi dan unit – unit

2. Penyempurnaan organisasi

3. Penciutan organisasi

4. Penggabungan unit – unit organisasi

2. Kepegawaian

Pihak yang memerlukan untuk kepentingan ini adalah unit pengelola pegawai yangmeliputi kegiatan:

a. Pengurusan calon pegawai (Rekrutmen, seleksi, dan penempatan)

b. Pengelolaan pegawai (Administrasi, penilaiyan jabatan, penyusunan, jenjangkarir, mutasi, rotasi, dan promosi)

c. Pasca pegawai (Administrasi dan program pension)

3.  Ketatalaksanaan

Pihak yang yang memerlukan untuk kepentingan ini adalah unitpengelolaan tatalaksana dan tatakerja yang meliputi kegiatan:

a. Tata jaksana

b. Tata kerja
2.4 Pengertian Jabatan
Jabatan adalah sekumpulan pekerja yang memiliki persamaan dalam tugas – tugasnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dan sesuai dengan misi, fungsi serta tugas organisasi tersebut.

Jabatan dapat terdiri dari suatu pekerjaan yang berada dalam suatu unit organisasi saja dan dapat pula mencakup sejumlah pekerja yang terdapat di berbagai unit organisasi suatu instansi atau perusahaan.

Jabatan menurut Komarudin (dalam buku Ensiklopedia Managemen) menerjemahkan kata jabatan dari occupation dengan definisi :
 ”Kedudukan yang menetapkan tugas, wewenang,hak dan tanggung jawab yang melekat pada seorang pekerja dalam suatu satuan organisasi”.
(http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan-kah-ini/)

Pengertian jabatan yang dapat di tarik dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 17 ayat (1) adalah ”Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang karyawan dalam rangka susunan satuan organisasi”.

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam Kamus Jabatan Nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan penjelasan,yaitu :

2. Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu pekerjaan, misalnya memutar, menarik, menggosok,dan mengangkat.

3. Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.

4. Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tuigas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan atau occupation adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan, dan yang telah sesuai dengan satuan organisasi.
2.5 Pilkada
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung. Maksudnya tentu saja pelaksanaan pilkada langsung yang memenuhi standar kualitas maksimal. Semua stekebolders yang berkepentingan terhadap suksesnya pilkada pun harapan sama yaitu pesta demokrasi local ini berjalan damai, bermutu dan menerapkan asas yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Pilkada yang damai, bermutu, luber dan jurdil tersebut hanya dapat berjalan apabila baik penyelenggaraan yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), para calon kepada daerah dan wakil kepala daerah serta masyarakat pemilih sama-sama memahami filosofi di balik penyelenggaraan pilkada. Jika semua pihak yang terlibat. KPUD, pasangan calon dan masyarakat pemilih. Memiliki persepsi yang sama terhadap filosofi pilkada maka akan lahir dasar kebutuhan yang sama dari ketiga unsur tersebut. Pilkada harus melahirkan rasa kebutuhan sekaligus rasa kepercayaan yang tinggi sehingga dapat dihasilkan pemerintahan daerah yang legitimate.

Filosofi penyelenggaraan pilkada sesungguhnya bentuk konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang selam hamper 60 tahun Indonesia merdeka hanya berwujud dalam tataran tesk dan retorika belakang. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat maka pilkada seyoginya mesti menetapkan rakyat (pemilih) sebagai variable paling strategis. Dengan demikian, siapapun calon kepala daerah yang ingin bersaing memperebutkan kursi terhormattersebut mau tidak mau harus memposisikan pemilih sebagai subjek. Bukan sebaliknya mengekspoitasi rakyat dengan janji-janji kosong.

KPUD, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pemilih, sesuai dengan kapasitas masing-masing, mesti memahami Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang (perpu) No. 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 serta peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2005 sebagai aturan pokok dalam pilkada. KPUD meski konsisten dan menempatkan prinsip taat asas di puncak kewenangannya. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tak ada pilihan harus tidak boleh mbalelo terhadap peraturan dan penetapan  yang disusun oleh KPUD. Sementara, setiap pemilih mesti diarahkan dan dituntun untuk tidak mudah tergiur dengan politik uang pasangan calon, yang memungkinkan setiap pasangan calon melanggar perundangan yang ada.

pemilihan secara langsung oleh rakyat. Kedaulatan dikembalikan kepada rakyat. Pilihan kepala daerah yang tadinya tidak dikenal, mulai dengan UU Otoda yang baru, calon kepala daerah harus benar-benar dikenal reputasi, moralitas, kapabilitasnya oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memilih kucing dalam karung. Selama sistem itu dijalankan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD sering menjadi sumber konflik horizontal. Isu politik uang juga selalu mewarnai pemilihan tersebut. Selain itu, karena yang memilih adalah DPRD.

kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Di sini sering terjadi kolusi atau konflik antara eksekutif dan legislatif, misalnya dalam hal laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala daerah. Dengan pemilihan secara langsung, hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD diharapkan akan harmonis. Kepala daerah akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, sementara DPRD dapat memaksimalkan fungsinya selaku pengawas kinerja pemerintahan. 
dengan demikian pemilihan yang dilaksanakan oleh DPRD telah diubah seiring disahkanya peraturan perundang-undangan 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah. Yang dimana daerah diberikan kebebasan untuk mengurus daerahnya sendiri tampa bantuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya sebagai pengawas saja. 
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Makna pemilu seringkali disamakan dengan syura (musyawarah). Karena “pemilihan umum” mengandung makna haq dan sekaligus makna bathil. Apabila kaum Muslimin yang menggunakan kata tersebut, maka yang dimaksud adalah musyawarah.
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu tahun 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.
Sepanjang sejarah Republik Indonesia, telah terjadi 10 kali pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 (pemilu anggota DPD pertama) dan 2009.

Setelah jatuhnya rezim order baru, maka Indonesia sedikit demi sediki menganut kepada Negara demokrasi yang dimana seluruh masyarakat diberikan kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan bertindak. pemilu pertama setelah jatuhnya order baru yaitu pada tahun 1999. Pada saat itu pemilu hanya untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD. Sedangkan untuk pemilihan presiden dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah pemilu pertama pasca order baru, pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Rakyat dapat langsung menentukan pilihannya secara langsung sesuai dengan keyakinan masing-masing individu untuk memilih calon pemimpinya yang bias mebangun Negara Indonesia bias berkembang kearah yang lebih baik dan dapat mensejahterakan rakyatnya.

Sedangkan untuk pilkada sendiri. Pelaksanaan pilkada secara langsung dan pertama kali daerah yang melaksanakan pilkada adalah Kabupaten Kutai Kertanegara pada tahun 2005. Masyarakat secara langsung memilih kepala daerahnya dengan hati nurani masyarakat. Dengan adanya undang-undang 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah, dan dengan adanya undang-undang 32 tahun 2004. maka munculah peraturan pemerintah No 6 tahun 2005. Tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.
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